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Penelitian ini dilatar belakangi tentang maraknya kasus-kasus produk pangan yang
ditemukan mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam (haram), hal itu menyadarkan
berbagai pihak bahwa keberadaan jaminan halal untuk produk-produk konsumsi menjadi
suatu kebutuhan. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai produk yang halal, MUI
mengeluarkan SK MUI No: Kep/18/MUII/1989 tentang pemeriksaan produk halal yang
disebut sertifikat halal, kemudian SK MUI No. Kep-311/MUI/1X?2001. Bersamaan itu,
pemerintah juga mengeluarkan SK No: 924/MENKES/SK/VII1/1996 yang mengatur
pencantuman label halal. Beberapa bulan kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun
1996 Tentang Pangan agar mencantumkan label dan keterangan halal pada produk yang
diperdagangkan di Indonesia. Namun masih banyak beredar produk-produk yang
mengandung unsur bahan haram. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 9
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lalu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal. Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya masih kurang,
sepertinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bukan masalah serius sehingga banyak
pelaku usaha yang tidak menerapkan, akibatnya masih banyak produk yang diperdagangkan
di Indonesia terutama Banjarmasin yang tidak memiliki sertifikat halal dan mencantumkan
label halal.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku pelaku UMKM dalam penjaminan
kelayakan hasil produksinya dan respon pelaku UMKM setelah ditetapkannya Undang-
undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.

Jenis penelitian ini adalah penelitianhukum sosiologis yang bersifat deskriptif
kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumenter, hasil penelitian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, dan deskripsi.
Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada
landasan teori.

Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa pelaku UMKM memberikan jaminan

kelayakan produknya dengan menggunakan bahan yang halal dan pengemasan agar terjaga
kebersihan produk tersebut. Namun untuk pelaku usaha menengah memberikan tambahan
berupa pencantuman label halal pada produknya. Terhadap ditetapkannya Undang-undang
No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku UMKM sangat mendukung,
namun pelaku usaha mikro dan kecil kurang setuju apabila diberlakukan untuk mereka juga.



